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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perubahan pada era globalisasi ditandai dengan semakin terbukanya arus 

informasi, komunikasi dan transparansi antarnegara. Transparansi menjadi salah 

satu isu yang utama dalam pemerintahan yang demokratis. Pentingnya keterbukaan, 

ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui 

proses penyusunan, pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai melalui kebijakan 

publik.  Semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan publik, baik yang 

berkenan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui 

publik.  

 Asshidiqie (dalam Moenek dan Suwanda, 2019:106) menyatakan dalam 

konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan 

fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, terbuka dan 

partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan 

sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelakasanaan serta 

evaluasi. 

 Sesuai konstitusi negara Indonesia telah secara jelas menegaskan bahwa 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Pasal 28 F UUD 1945). 

 Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak 



untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang 

pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini diharapkan 

dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan 

menekan kemungkinan adanya praktik KKN dalam penyelenggaraan negara.  

 Pengertian transparansi keuangan dicantumkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, bahwa transparansi keuangan adalah memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.  

 Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-

Unadng Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU No.17 Tahun 

2003, transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa 

pertanggungjawabangan keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah 

wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.  

 Pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik pemerintah juga 

semakin ditegaskan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disebutkan bahwa setiap Badan Publik 

mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan 

dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Indonesia secara formal telah 

berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata 

pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, partisipasi dan 



kepatuhan.  Lingkup badan publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara 

lainnya yang mendapatkan dana dari APBN/APBD dan mencakup pula organisasi 

non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun perkumpulan, serta organisasi 

lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.    

 Pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dalam asas umum APBD menjelaskan bahwa prinsip 

transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

daerah, baik pada proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan 

evaluasi anggaran yang meliputi informasi mengenai tujuan, sasaran, sumber 

pendapatan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan 

manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Dengan 

adanya transparansi, diharapkan masyarakat bisa melakukan social control dan 

memberikan feed back. 

 Menurut Awan Setiawan (dalam Moenek dan Suwada 2019:100), terdapat 

beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai 

berikut:”1.Rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan 

pemerintahnya akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan daerah. Kondisi 

ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola 

keuangan publik. Oleh karena itu, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan 

sistem anggaran berbasis kinerja; 2.  Kurang adanya skala prioritas yang 

terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang 



menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Selama ini hampir tidak ada upaa 

untuk menetapkan skala prioritas anggaran, dimana ada keterpaduaan anatara 

rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki; 3. Rendahnya 

profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Inilah 

sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti daerah yang ditandai oleh 

superioritas pemerintah. Dinamika pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan di 

dalamnya tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai dalam manjemen 

sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajer yang profesioal dalam sektor publik. 

Bahkan terdapat wacana yang tegas untuk memasukkan kerangka kerja sektor 

sweasta ke dalam sektor publik di mana nilai-nilai akuntabilitasm profesionalisme, 

transparansi, dam economic of scale  menjadi kerangka kerja utamanya.” 

 Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan transparansi publik oleh 

masyarakat baik pusat maupun daerah, yang dapat kita ketahui bersama Indonesia 

menjadi negara yang pejabat publiknya masih korupsi. Lembaga Transparency 

International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (Corruption Perception 

Index) untuk tahun 2020. Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-

102 dari 180 negara dengan skor CPI sebesar 37. Skor CPI berada pada 0-100, 0 

berarti negara dipersepsikan sangarat korup, sementara 100 berarti negara tersebut 

dipersepsikan sangat bersih. Salah satu upaya pencegahan terjadi nya  korupsi ialah 

dengan mengoptimalkan transparansi informasi keuangan daerah. Peraturan 

Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan 

menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 



pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah.  

  Pada dasarnya transparansi publik adalah pemberian informasi dan 

pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah 

kepada pihak-pihak berkepentingan baik pemerintah pusat ataupun daerah harus 

bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik 

yaitu, hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be 

informed) dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened 

to). Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi 

masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(Good Government Governance). Menurut Mardiasmo (2004) transparansi 

pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal 

accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta 

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap 

aspirasi dan kepentingan masyarakat. . 

 Selain itu transparansi berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang 

dilakukan pemerintah. Hirsch dan  Osborne (2000) menjelaskan bahwa transparansi 

adalah sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, administrasi dan 

manajerial. Tujuan penerapan prinsip transparansi pengelolaan anggaran daerah di 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu agar tidak terjadi lagi tindakan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti kasus yang terjadi di berbagai 

wilayah di Indonesia. Diakses dari Kompas.com, pada tahun 2018, lamanya 

pengurusan pembuatan e-KTP di Sumatera Selatan berbuntut pada praktik 

pungutan liar (pungli) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 



Palembang, dimana masyarakat harus membayar Rp.300.000 untuk mempercepat 

pembuatan e-KTP padahal semua urusan administrasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang berlabel kan gratis.  

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 

yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaaan, pelaporan pertanggung 

jawaban dan pengawasan keuangan daerah.  

 Menurut Chabib Soleh dan Rohcmansjah Heru (2010), prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan 

daerah meliputi:  

1. Akuntabilitas; 

2. Value for Money;  

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (Probity); 

4. Transparansi; 

5. Pengendalian. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tahun anggaran 

2019 dan 2020 melalui APBD mengalokasikan anggaran belanja pada tahun 2019  

sebesar Rp. 27.187.271.194 dan tahun 2020 sebesar Rp. 23.160.055.053. Realisasi 

pendapatan tersebut pada tahun 2019 sebesar Rp. 23.786.624.863 dan tahun 2020 



sebesar Rp. 20.679.027.911. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas  

 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2019 dan 

 Tahun 2020 

Keterangan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran 
% Realisasi 

Anggaran 

Realisasi Anggaran 

Tahun 2019 
Rp. 27.187.271.194,00 Rp.23.786.624.863,00 87,49% 

Realisasi Anggaran 

Tahun 2020 
Rp. 23.160.055.053,00 Rp.20.679.027.911,00 89,28% 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang  

 Tabel 1 menunjukkan realisasi anggaran belanja untuk tahun 2019 dan 

tahun 2020 yaitu pada tahun 2019 sebesar 87,49% sedangkan untuk tahun 2020 

sebesar 89,28%. Terlihat penurunan pada anggaran belanja tahun 2020. Dinas 

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah memberikan upaya 

dalam hal transparansi keuangan dengan memberikan informasi keuangan berupa 

laporan realisasi anggaran.  

 Kemajuan teknologi di Indonesia membawa pemerintah Indonesia sadar 

akan pentingnya informasi publik dapat ditemukan dengan cepat dan mudah, 

pemerintah Indonesia mewujudkan sebuah sistem yang dapat diperoleh masyarakat 

dengan cepat, tepat dan mudah yaitu E-Government. E-Government merupakan 

suatu sistem dimana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi dalam sistem di 

pemerintahan khususnya internet yang memberikan kemudahan dalam pelayanan 

dan juga informasi kepada publik. Dengan adanya pemerintahan berbasis 

electronic, pola birokrasi lama yang penuh dengan unsur KKN (Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisne) diharapkan dapat berganti dan berubah menjadi pola biroksrasi 



yang bersih, transparan dan akuntabel dalam proses administrasi. E-Government 

juga diharapkan agar pemerintah melek teknologi dan tidak apatis terhadap 

perkembangan teknologi.  

 Penerapan E-Goverment di Indonesia di atur dalam Intruksi Presiden No. 3 

Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasioanal Pengembangan E-

Government, didalam inpres tersebut diatur bahwa setiap lembaga pemerintahan 

baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah wajib untuk membuat, 

mengembangkan serta menerapkan konsep E-Governement  pada masing-masing 

lembaga, terutama berkaitan dengan penyediaan informai kepada publik. Hal lain 

yang melatarbelakangi penerbitan inpres tersebut adalah untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang mekanisme atau konsep E-Government yang harus 

diterapkan pada masing-masing lembaga pusat ataupun daerah serta memberikan 

persepsi atau pemahaman yang sama bagi semua instansi pemerintah tentang E-

Governement sehingga akan terjadi keseragaman dalam menerapkan sistem atau 

konsep E-Government pada masing-masing instansi pemerintah.  

 Intruksi Presiden No.3 Tahun 2003, mengharuskan instansi pemerintah di 

tingkat pusat dan daerah memiliki website sebagai sistem yang akan menauingi E-

Goverment itu sendiri yang tercantum dalam butir ke-18 yang menjabarkan strategi 

keenam dalam pengembangan E-Government. Website  adalah salah satu media 

yang memungkinakan warga untuk mengakses informasi publik dengan mudah. 

Kelebihannya adalah bisa diakses di semua tempat selama ada koneksi internet dan 

tidak terbatas oleh waktu. Publikasi informasi anggaran daerah di website resmi 

pemerintah daerah akan memudahkan publik dalam mengakses informasi anggaran 

daerah bila tersedia dengan baik dan lengkap.  



 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang merupakan 

penyelenggara negara yang melakukan tugas, pokok dan fungsi dalam urusan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat di Kota Palembang. 

Sebagai penyelenggara negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang belum melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dilihat 

dari salah satu yang penunjang transparansi yaitu website.   

 

Gambar 1.1 Tampilan Awal Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(Sumber : disdukcapil.palembang.go.id.) 

 Gambar 1 menunjukkan tampilan awalan website Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan alamat website 

disdukcapil.palembang.go.id, tampilan awal ini terlihat postingan akhir dari website 

tersebut pada tanggal 10 Januari 2020, dan juga tampilan awal ini hanya 

menunjukkan berita-berita terkini dari Kota Palembang. Pada menu pilihan terdapat 

“Beranda” “Profile” “Berita” “Pengumuman” “Program” dan “Jadwal”.  

 Di luncurkannya website resmi tersebut bertujuan untuk membuka keran 



informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi 

antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan 

masyarakat luas. Apabila penerapan ini berjalan dengan lancar dan baik, maka akan 

sangat menunjak transparansi dan keterbukaaan informasi oleh pemerintah kepada 

publik, terutaman mengenai transparansi keuangan.  

 Adapun penerapan E-Government sebagai bentuk dari transparansi 

keuangan instansi publik di Indonesia yang telah berjalan salah satunya pada 

website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 

 

Gambar 1.2 Tampilan Menu Anggaran dan Keuangan website Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 

(Sumber : kependudukan.jogjakota.co)   

 Dapat dilihat pada Gambar 2 merupakan tampilan pada website Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, ketika kita searching 

“Laporan Keuangan” pada kolom pencarian hasil yang akan didapat seperti gambar 

2 yaitu Draft anggaran dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta.  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 

menjadi salah satu contoh transparansi  keuangan dan telah memberikan 



kemudahan akses bagi publik untuk melihat proses keuangan yang ada di instansi. 

 Namun, lain hal nya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang yang masih belum mencantumkan hasil laporan keuangan di website 

resmi. Dapat dilihat pada gambar 3.  

  

 

 

 

 

Gambar 1.3. Tampilan searching website Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang. 

(Sumber : disdukcapil.palembang.go.id) 

 Gambar 3 terlihat tampilan searching website ketika mencari “Transparansi 

Keuangan” yaitu Nothing Found. Terlihat bahwa website tersebut belum 

menyediakan informasi mengenai transparansi keuangan dinas sehingga belum ada 

kemudahan akses bagi masyarakat.  

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal-hal di atas dipengaruhi oleh 

faktor SDM yang kurang memadai dikarenakan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang masih kurang SDM untuk mengelola website.  

 Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik terdapat beberapa pengecualian untuk informasi 

yang dapat dibuka, tetapi badan publik yang terdiri dari lembaga eksekutif, 

legislatif, yudikatif dan badan lain yang dibiayai oleh APBN atau APBD wajib 



membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik. 

 Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang  menganjurkan 

peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pada 

praktiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang belum 

memberikan kemudahan akses untuk informasi yang berkaitan dengan transparansi 

keuangan. Upaya perbaikan  sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan undang-undang yang berlaku.  

 Akibat yang akan dirasakan oleh pejabat publik adalah kurangnya 

kepercayaan dari masyarakat, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. 

Selain itu penyebab lainnya ialah belum dilakukan pengukuran dan peningkatan 

transparansi pengelolaan keuangan daerah yang menyulitkan adanya perbaikan 

terhadap kinerja pemerintah.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Transparansi Pengelolaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang. 

C.  Tujuan Penulisan  

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan 

keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.  



D.  Manfaat Penulisan  

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diharapkan kegunaan atau manfaat 

dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik dalam 

memahami transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada 

transparansi pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak terkait mengenai 

transparansi pengelolaan keuangan dengan harapan dapat terciptanya pemerintahan 

yang jujur dan lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. 
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